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KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS 

 

A. UMUM  

1. Definisi 

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan 

di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan 

menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas 

juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggung jawabkan 

(UYHD) yang wajib dipertanggung jawabkan dan dilaporkan dalam 

neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau 

digunakan untuk melakukan pembayaran.    

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP  Nomor 1 

tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara 

kas sebagai investasi  jangka pendek yang sangat likuid yang siap 

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 

signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. 

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek 

harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat 

diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena 

itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud 

mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal 

perolehannya.  
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2. Klasifikasi 

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang 

dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum 

daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung 

jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara 

pengeluaran. Kas dan  setara kas yang yang dikuasai dan dibawah 

tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari : 

a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank 

yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan 

dan pengeluaran; 

b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan 

deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum 

daerah; 

c. Klasifikasi Kas Lainnya bisa dijadikan bagian dari Kas sepanjang 

berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh 

adalah pajak yang belum disetor pada SKPD; 

d. Penerimaan kas yang belum teridentifikasi penggunaannya  tidak 

digolongkan sebagai bagian pendapatan daerah sepanjang 

pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi penggunaannya 

dan untuk sementara akan diakui sebagai Kas yang Dibatasi 

Penggunaannya dan apabila sudah jelas identifikasi dan penggunaan 

akan dilakukan jurnal penyesuaian; dan 

e. Aset Non Lancar sebagai kas yang dibatasi penggunaannya sebagai 

uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang 

diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk 

dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 

pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut 

paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang 

tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat 

untuk membiayai kegiatan pemerintah.  

Kas  Kas di Kas Daerah  Giro 

    Deposito 

  Kas  di Bendahara 

Pengeluaran 
Saldo UP/GU/TU 

  Kas  di Bendahara 

Penerimaan  

Saldo Penerimaan Pajak/Retribusi 

di Bendahara Penerimaan yang 
belum disetor ke Kas Daerah 
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  Kas Lainnya Saldo Pajak yang belum disetor 

 Kas di Bendahara JKN Saldo kas di Bendahara JKN 

  Kas Lainnya di Sekolah Saldo Kas BOS APBN 

  Kas di BLUD Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 
dan Bendahara Penerimaan BLUD 

 

B. PENGUKURAN 

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar 

nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, 

dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada 

tanggal neraca. 

C. PENYAJIAN 

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus 

Kas.  

Penyajiaan secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar 

dibagi dengan tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut  

(a) merupakan hak pemerintah; 

(b) dicadangkan untuk tujuan tertentu; dan  

(c) dibatasi/tidak penggunaannya.  

Uang pada aset non lancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset 

yang dibatasi penggunaannya, dan aset non lancar lainnya. 

Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) 

bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah 

dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak 

dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset non lancar. Penyajian 

uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak 

pemerintah sebagai aset non lancar juga diikuti dengan penyajian utang 

kepada pihak ketiga. 

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam 

laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari 

manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, 

investasi, pendanaan, dan transitoris pada  Laporan Arus Kas.  
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D. PENGUNGKAPAN 

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Rincian kas dan setara kas; 

2) Kebijakan manajemen setara kas; dan 

3) Informasi lainnya yang dianggap penting. 
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